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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peta Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) di Provinsi Riau
dengan fokus pada dua isu strategis, yaitu kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) serta penyalahgunaan narkotika dan
penyelundupan. Kajian ini dilakukan untuk memberikan dasar analitis bagi pengambilan keputusan Gubernur Riau dalam
upaya pencegahan dan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Metode penelitian yang
digunakan merupakan pendekatan campuran (mixed methods), di mana data kualitatif dianalisis menggunakan perangkat
lunak Nvivo Plus 12, sedangkan data kuantitatif diolah menggunakan SPSS untuk mendapatkan gambaran statistik yang lebih
objektif. Analisis teoritik mengacu pada model sistem politik David Easton, yang menempatkan ATHG sebagai input dalam
proses kebijakan publik daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi ATHG tertinggi di Provinsi Riau adalah konflik
kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) yang terjadi di 134 kecamatan dan 159 desa/kelurahan di seluruh 12
kabupaten/kota. Kabupaten dengan kasus tertinggi adalah Rokan Hilir (18 kecamatan) dan Indragiri Hilir (19 kecamatan).
Selain itu, kawasan rawan narkotika mencapai 81 kawasan, dengan jumlah kasus mencapai 2.631 kasus pada tahun 2024 dan
menurun menjadi 1.446 kasus pada tahun 2025. Sementara itu, kasus penyelundupan menunjukkan tren peningkatan, dari 0
kasus pada tahun 2024 menjadi 4 kasus pada tahun 2025. Temuan ini memperlihatkan adanya dinamika keamanan daerah
yang kompleks dan membutuhkan kebijakan yang terintegrasi antara instansi pemerintah, aparat penegak hukum, dan
masyarakat. Model kebijakan berbasis sistem politik memberikan gambaran bagaimana input ATHG dapat diolah menjadi
kebijakan strategis yang responsif terhadap perubahan kondisi sosial dan lingkungan di Provinsi Riau.

Kata kunci : ATHG, Kebakaran Hutan dan Lahan, Narkotika, Penyelundupan, Sistem Politik David Easton

1. Pendahuluan Kabupaten/Kota), yang memiliki kewenangan
berbeda sesuai prinsip otonomi daerah.
Berdasarkan  Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan Pelaksanaan otonomi daerah diatur lebih lanjut
pemerintahan dipegang oleh Presiden Republik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam
(1) yang menyatakan bahwa ‘Presiden Republik Pasal 9, yang membagi urusan pemerintahan ke
Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan dalam tiga kategori, yaitu: (a) urusan pemerintahan
menurut  Undang-Undang Dasar”. Hal ini absolut, (b) urusan pemerintahan konkuren, dan (c)
menegaskan bahwa Presiden memiliki tanggung urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan
jawab konstitusional dalam mewujudkan tujuan absolut  sepenuhnya  menjadi  kewenangan
bernegara  sebagaimana  termaktub  dalam Pemerintah Pusat, meliputi bidang politik luar
Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yakni negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh fiskal nasional, serta agama. Sementara itu, urusan
tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan pemerintahan konkuren merupakan urusan yang
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
melaksanakan  ketertiban  dunia  berdasarkan Daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan pilihan. Adapun urusan pemerintahan umum
sosial. merupakan kewenangan Presiden selaku Kepala
Pemerintahan, yang dijalankan di daerah oleh
Dalam melaksanakan fungsi pemerintahan tersebut, gubernur dan bupati/wali kota sebagai wakil
Presiden dibantu oleh Wakil Presiden serta para pemerintah pusat.
Menteri ~ yang  membidangi  urusan-urusan
pemerintahan tertentu. Berdasarkan ketentuan UUD Salah satu urusan pemerintahan umum yang sangat
1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan strategis adalah bidang kewaspadaan dini daerah,
yang desentralistik, di mana negara dibagi ke dalam yaitu upaya deteksi dini dan cegah dini terhadap
wilayah provinsi, kabupaten, dan kota yang masing- potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan
masing dipimpin oleh gubernur, bupati, atau wali gangguan (ATHG) terhadap ideologi, politik,
kota. Struktur ini melahirkan dua tingkat ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan
pemerintahan, vyaitu Pemerintah Pusat dan keamanan. Ketentuan mengenai kewaspadaan dini
Pemerintah Daerah (Provinsi serta diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
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(Permendagri) Nomor 46 Tahun 2019 tentang
Kewaspadaan Dini di Daerah, yang kemudian
ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Mendagri
Nomor 060/2172/POLPUM Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Daerah.
Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap daerah
wajib  membentuk Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat (FKDM) di seluruh tingkatan wilayah,
mengalokasikan anggaran khusus, serta melakukan
pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara
berkala.

Secara konseptual, kewaspadaan dini di daerah
memiliki beberapa tujuan strategis, antara lain: (1)
mengidentifikasi potensi ancaman dan gangguan
yang dapat mengganggu stabilitas daerah; (2)
meningkatkan responsivitas pemerintah daerah
dalam menangani potensi konflik sosial, bencana,
atau gangguan keamanan; (3) memperkuat
koordinasi antarlembaga dan pemangku
kepentingan; (4) mendorong partisipasi masyarakat
dalam menjaga stabilitas wilayah; serta (5)
menciptakan lingkungan yang kondusif bagi
pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian,
kewaspadaan dini daerah menjadi bagian integral
dari strategi preventif nasional untuk menjaga
stabilitas politik, sosial, dan keamanan dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI).

Di Provinsi Riau,
kewaspadaan  dini

mengingat posisi strategis wilayah
berbatasan langsung dengan Selat Malaka,
Malaysia, dan Singapura. Kondisi geografis
tersebut menjadikan Riau sebagai daerah dengan
mobilitas tinggi dan potensi ancaman lintas batas,
seperti  penyelundupan, perdagangan manusia
(trafficking), peredaran narkoba, dan radikalisme.
Selain itu, heterogenitas masyarakat Riau dari segi
etnis, budaya, dan agama berpotensi menimbulkan
konflik sosial apabila tidak dikelola dengan baik.

implementasi
menjadi  sangat

kebijakan
penting
ini  yang

Namun demikian, pelaksanaan kewaspadaan dini di
Provinsi Riau masih menghadapi berbagai kendala.
Beberapa masalah utama antara lain:

1. Kurangnya sistem deteksi dini yang terintegrasi
antara pemerintah daerah dan masyarakat,
sehingga informasi potensi ancaman tidak
tersampaikan secara cepat dan akurat.

2. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM)
dalam menganalisis dan menindaklanjuti data
kewaspadaan dini di lapangan.

3. Koordinasi antarlembaga yang belum optimal,
baik antarinstansi pemerintah maupun dengan
FKDM di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
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4. Keterbatasan anggaran yang menyebabkan
kegiatan kewaspadaan dini belum berjalan
maksimal.

5. Rendahnya  kesadaran dan partisipasi
masyarakat dalam melaporkan potensi ancaman
di wilayahnya.

6. Belum adanya regulasi daerah yang secara
spesifik mengatur pelaksanaan kewaspadaan
dini sesuai konteks lokal Provinsi Riau.

Sebagai bentuk inovasi dalam menjawab tantangan
tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
(Kesbangpol) Provinsi Riau telah mengembangkan

Laporan Situasi Daerah (LAPSITDA) vyang
diluncurkan pada tanggal 4 September 2023.
LAPSITDA  diharapkan  menjadi  platform
terintegrasi antara Tim Kewaspadaan Dini

Pemerintah Daerah (TKD Pemda) dan FKDM
dalam menghimpun serta menyampaikan laporan
situasi daerah secara cepat dan sistematis kepada
Gubernur. Namun, dalam pelaksanaannya, sistem
ini belum berjalan secara efektif karena belum
terintegrasi penuh dengan FKDM di tingkat
kabupaten/kota dan masih minim pemanfaatan
teknologi informasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan penelitian
yang komprehensif mengenai analisis kewaspadaan
dini daerah sebagai dasar pengambilan keputusan
Gubernur Riau. Kajian ini penting untuk menilai
efektivitas sistem kewaspadaan dini yang ada,
mengidentifikasi hambatan implementasi, serta
merumuskan strategi penguatan sistem deteksi dini
yang adaptif dan partisipatif.

Secara teoretis, penelitian ini menggunakan teori
sistem sosial untuk memahami dinamika interaksi
antarunsur dalam sistem kewaspadaan dini daerah,
serta teori pengambilan keputusan sebagaimana
dikemukakan oleh David Easton (1953) dan
Herbert A. Simon (1997). Menurut Easton, proses
pengambilan keputusan melibatkan input, proses,
output, dan feedback dalam suatu sistem politik
yang saling memengaruhi. Sementara itu, Simon
menekankan tiga tahapan utama dalam proses
pengambilan keputusan, yaitu intelligence, design,
dan choice, yang menekankan pentingnya
rasionalitas terbatas (bounded rationality) dalam
pengambilan kebijakan publik. Teori ini dilengkapi
oleh pandangan Drucker (1993) mengenai enam
langkah pengambilan keputusan efektif, yakni
mendefinisikan masalah, menganalisis,
merumuskan alternatif, memilih solusi terbaik,
merencanakan  tindakan, dan  mengevaluasi
hasilnya.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis sistem kewaspadaan dini daerah
sebagai bahan pertimbangan strategis bagi
Gubernur Riau dalam pengambilan keputusan,



khususnya dalam upaya deteksi dini dan cegah dini
terhadap ancaman, tantangan, hambatan, dan
gangguan di wilayah Provinsi Riau. Hasil penelitian
diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis
dalam pengembangan kajian kebijakan publik serta
kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
responsif, adaptif, dan berbasis pada kewaspadaan
nasional.

2. Metode Penelitian
2.1 Jenis dan Sumber Data

A. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
dengan dukungan data kuantitatif (mixed methods).
Data kualitatif digunakan untuk memperoleh
pemahaman mendalam mengenai proses dan
dinamika inovasi kebijakan Lapsitda, sedangkan
data kuantitatif digunakan untuk mengukur persepsi
dan tingkat efektivitas implementasi kebijakan di
berbagai wilayah Provinsi Riau.

B. Sumber Data

1. Data Primer
Data primer diperoleh langsung dari sumber
pertama  melalui ~ wawancara, observasi
lapangan, dan penyebaran kuesioner kepada
responden yang terlibat dalam implementasi
kebijakan Lapsitda. Informan utama meliputi
pejabat pemerintah daerah, anggota Forum
Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), serta
tokoh masyarakat di berbagai zona wilayah
Riau.

2. Data Sekunder
Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi,

laporan  instansi  pemerintah,  peraturan
perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan arsip
lainnya yang relevan dengan kebijakan

kewaspadaan dini dan sistem pelaporan daerah.
Data ini berfungsi sebagai bahan pendukung
untuk memperkuat analisis dan interpretasi data
primer.

2.3 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan tahapan
penting dalam memperoleh informasi yang valid

dan reliabel. Dalam penelitian ini digunakan
beberapa teknik, yaitu:
1. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung terhadap

pelaksanaan  kebijakan  Lapsitda  untuk
memahami  kondisi empiris di lapangan,
termasuk mekanisme pelaporan, pelibatan

masyarakat, dan efektivitas sistem kewaspadaan
dini daerah.

2. Wawancara
Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur,
di mana peneliti menyiapkan daftar pertanyaan
utama namun tetap memberi ruang bagi
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informan untuk mengembangkan jawaban
secara bebas. Wawancara ini bertujuan
menggali persepsi, pengalaman, dan pandangan

para  pemangku  kepentingan  terhadap
pelaksanaan kebijakan Lapsitda.

3. Survei/Kuesioner
Survei  dilakukan  dengan  menyebarkan

kuesioner kepada 600 responden yang tersebar
pada empat zona wilayah:
a) Zona Riau Pesisir: Kabupaten Bengkalis dan
Kepulauan Meranti
b) Zona Riau Daratan: Kabupaten Kampar
€) Zona Riau Kota: Kota Pekanbaru
d) Zona Riau Terjauh: Kabupaten Indragiri
Hilir
Kuesioner digunakan untuk memperoleh
data persepsi masyarakat terhadap sistem
kewaspadaan dini berbasis Lapsitda.
4. Focus Group Discussion (FGD)
FGD dilakukan bersama informan kunci, tokoh
masyarakat, dan anggota FKDM guna
memperoleh pandangan komprehensif dan
triangulasi data terhadap hasil wawancara dan
observasi.
5. Dokumentasi
Dokumentasi mencakup pengumpulan data dari
laporan, arsip, surat Kkeputusan, peraturan
daerah, serta dokumen resmi lainnya yang
relevan untuk memastikan kesesuaian dan
keabsahan data penelitian.
6. Internet Searching
Pengumpulan data tambahan dilakukan melalui
penelusuran sumber daring seperti jurnal ilmiah,
artikel kebijakan, dan peraturan perundangan
yang terkait dengan topik penelitian.

2.4 Instrumen Penelitian

Instrumen  penelitian  merupakan alat yang
digunakan untuk mengukur fenomena sosial yang
menjadi  fokus penelitian (Sugiyono, 2019).

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah:

1. Kuesioner digunakan untuk mengukur persepsi
dan tingkat efektivitas kewaspadaan dini
masyarakat melalui Lapsitda.

2. Panduan Wawancara digunakan untuk menggali
data kualitatif dari informan kunci.

3. Lembar Observasi dan Dokumentasi digunakan
untuk mencatat temuan lapangan dan bukti-
bukti empiris.

Variabel penelitian meliputi:

1. Variabel X: Kewaspadaan dini masyarakat

2. Variabel Y: Pengambilan keputusan Pemerintah
Provinsi Riau

3. Data Pendukung:
(Lapsitda)

Laporan Situasi Daerah



3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian awal mengenai Peta Ancaman,
Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) di
Provinsi Riau menunjukkan bahwa bentuk
ancaman tertinggi berasal dari konflik kebakaran
hutan dan lahan (KARHUTLA) yang tersebar
hampir di seluruh wilayah kabupaten/kota.
Berdasarkan hasil pemetaan, terdapat 134
kecamatan dan 159 desa/kelurahan yang terdampak
KARHUTLA. Sebaran tersebut menunjukkan
bahwa ancaman lingkungan bersifat sistemik dan
memerlukan intervensi kebijakan lintas sektor,
terutama dalam konteks mitigasi bencana,
pengelolaan tata guna lahan, dan pengawasan
terhadap aktivitas pembukaan lahan baru.

Tabel 1. berikut menyajikan ringkasan persebaran kasus
KARHUTLA per kabupaten/kota di Provinsi Riau

No Kabupaten/Kota Jumlah Kecamatan
Terdampak
1 Rokan Hilir 18
2 Rokan Hulu 6
3 Kampar 13
4 Kuantan Singingi 14
5 Indragiri Hulu 12
6 Kota Dumai 4
7 Bengkalis 11
8 Kepulauan Meranti 9
9 Siak 12
10 Kota Pekanbaru 4
11 Pelalawan 12
12 Indragiri Hilir 19
Total | 12 Kabupaten/Kota 134 Kecamatan

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan (2025)

Selain ancaman lingkungan, penelitian juga
menemukan bahwa narkotika menjadi tantangan
sosial terbesar di Provinsi Riau. Berdasarkan data
penegakan hukum, terdapat 81 kawasan rawan
narkotika dengan kategori waspada dan bahaya.
Kasus narkotika pada tahun 2024 tercatat sebanyak
2.631 kasus, dan menurun menjadi 1.446 kasus
pada tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan
efektivitas kebijakan preventif dan peningkatan
kesadaran masyarakat, namun jumlah kasus yang
masih  tinggi menandakan bahwa ancaman
narkotika tetap signifikan dan membutuhkan
strategi berkelanjutan.

Sementara itu, penyelundupan menjadi gangguan
keamanan baru yang mulai muncul di wilayah
pesisir dan perbatasan. Pada tahun 2024, tidak
terdapat kasus penyelundupan yang tercatat, tetapi
pada tahun 2025 muncul empat kasus yang berhasil
diungkap. Pola ini mengindikasikan dinamika
kejahatan lintas batas yang bersifat adaptif terhadap
perubahan kebijakan dan pengawasan.
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Gambar 1. Grafik Perbandingan Kasus Narkotika dan
Penyelundupan di Provinsi Riau (2024-2025)

Keterangan: Grafik batang di atas memperlihatkan
penurunan signifikan kasus narkotika sebesar 45%
dari tahun 2024 ke 2025, namun di sisi lain terdapat
kemunculan kasus penyelundupan baru pada tahun
2025. Data ini mengindikasikan adanya shifting
threat yaitu pergeseran pola ancaman dari dimensi
sosial (narkotika) ke dimensi ekonomi-keamanan
(penyelundupan).

Hasil pemetaan ATHG ini memberikan input
strategis bagi Gubernur Riau dan pemerintah daerah
dalam merumuskan Kkebijakan pencegahan dan
deteksi dini berbasis data. Dengan mengadopsi
pendekatan Sistem Politik David Easton, setiap
bentuk ancaman dipandang sebagai input ke dalam
sistem pemerintahan daerah, yang kemudian
menghasilkan output berupa kebijakan, regulasi,
dan tindakan strategis untuk menjaga stabilitas
sosial dan keamanan daerah.

Analisis dilakukan menggunakan metode campuran
(mixed methods) data kualitatif dianalisis dengan
Nvivo Plus 12 untuk mengidentifikasi tema dan
hubungan antar isu ATHG, sementara data
kuantitatif dianalisis dengan SPSS untuk menguji
korelasi antara jenis ancaman, lokasi, dan tren
penanganan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian awal yang telah
dilaksanakan maka dapat diperoleh kesimpulan
awal bahwa Peta Ancaman, Tantangan,
Hambatan, dan Gangguan (ATHG) di Provinsi Riau
yang tertinggi adalah Konflik kebakaran hutan dan
lahan (KARHUTLA) di 12 Kabupaten/Kota Se-
Provinsi riau sebanyak 134 Kecamatan dan 159
Desa/Kelurahan dengan rincian Kabupaten Rokan
Hilir 18 Kecamatan, Kabupaten Rokan Hulu 6
Kecamatan, Kabupaten Kampar 13 Kecamatan,
Kabupaten Kuatan Singingi 14 Kecamatan,
Kabupaten Indragiri Hulu 12 Kecamatan, Kota
Dumai 4 Kecamatan, Kabupaten Bengkalis 11
Kecamatan, Kabupaten Kepulauan Meranti 9
Kecamatan, Kabupaten Siak 12 Kecamatan, Kota
Pekanbaru 4 Kecamatan, Kabupaten Pelalawan 12
Kecamatan dan Kabupaten Indragiri Hilir 19



Kecamatan. Kemudian berikutnya adalah Narkoba
yaitu untuk Provinsi Riau kawasan rawan Narkotika
kategori waspada dan bahaya berjumlah 81
Kawasan. Penanganan Kasus Narkotika di Provinsi
Riau Tahun 2024 berjumlah 2.631 Kasus
sedangkan untuk tahun 2025 berjumlah 1.446
Kasus. Kemudian untuk Jumlah Penanganan Kasus
Penyeludupan di Provinsi Riau Tahun 2024
berjumlah 0 Kasus dan Tahun 2025 berjumlah 4
kasus Potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan
Gangguan (ATHG) tersebut menjadi input untuk
mendukung Gubernur Riau dalam mengambil
keputusan dalam pencegahan dan deteksi dini
terkait Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan
Gangguan (ATHG). Model keputusan tersebut akan
dianalisis melalui pendekatan system Politik David
Easton. Metode yang digunakan dalam Analisa adat
yaitu metode Nvivo plus 12 untuk Analisa dan
kualitatif dan menggunagak SPSS untuk analisis
data kuantitatif.
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